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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS MEDANG
DENGAN
RSUD dr. SOETIJONO BLORA

TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

Nomor : 800/ 1117 /VI/2022
Nomor : Luy / 1233-11 J V1) 202l

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (05-07-
2022), bertempat di Blora, antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SULISTYANINGSIH,S.Kep,Ns, selaku Kepala UPTD Puskesmas Medang,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama UPTD
Puskesmas Medang, berkedudukan di J.Raya — Rembang Km 8 Blora,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2 dr. PUJI BASUKI, M.Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blora,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berkedudukan di Jin. Dr. R
Sutomo No. 42 Blora 58211 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di
sebut “PARA PIHAK* dan secara sendiri-sendiri disebut “ PIHAK ™

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya
disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam

pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di
bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Rujukan adalah kegiatan merujuk pasien dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK
KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta
kompetensi PIHAK PERTAMA.

2. Surat rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK PERTAMA yang berisi
data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi
yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan
kepada PIHAK KEDUA di Puskesmas yang sesuai dengan kasus pasien.
Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai
nama jelas dari dokter tersebut.

3. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan




kesehaiap baik di PIHAK PERTAMA maupun di PIHAK KEDUA

Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke

Sal:[ngiEjE:A':A atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien
an mengembalikan pada PIHAK PER

penanganan selanjutnya. TANA untuk

Surat keterangan masih dalam perawatan adalah '

: surat yang dikeluarkan
oleh PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, yang berisi
keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA masih
mt-:;}rlnenfaatkan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama,
sehingga pasien tidak harus meminta s ' i dari
i ol urat rujukan lagi dari PIHAK

Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis
bagi peserta BPJS

Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS
atau BPJS Center yang ada di Rumah Sakit bagi peserta BPJS yang
berobat di Rumah Sakit.

P.eml_aian kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah
diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam
kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARA

PIHAK.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rujukan
bagi pasien penjaminan maupun pasien umum.

PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat
Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan
kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA

b.

Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK PERTAMA
ke PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan.

Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan
pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup.

Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari

PIHAK KEDUA. | .
Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur

di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA pada layanan

yang sesuai dengan kondisi pasien.

b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA.




C. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA
sebelum merujuk pasien.

d. Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari
PIHAK KEDUA.

e. Membayar biaya perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Hak PIHAK KEDUA
8. Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA,
b. Memberikan Surat Keterangan masih dalam perawatan ke PIHAK
PERTAMA apabila pasien masih memeriukan perawatan PIHAK KEDUA
untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya.

C. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA
tidak mampu menangani,

d. Menerima biaya perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK
PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.

b. Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah
ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA.

C. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan
kepada PIHAK PERTAMA.

d. Menginformasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang

ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang
akan dirujuk.

PASAL 5
MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 dan berlaku selama 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan bersama.

2. Perjanjian ini otomatis diperpanjang dengan waktu yang sama kecuali salah
satu pihak memutuskan perjanjian ini dengan memberitahukan pihak lainnya.

PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEUR )

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK
yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (force
majeure) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang ( yang
dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan ), pem?erontakan. huru-hara,
pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh
ecara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
sDalam halgterjagi Force M;)jgur. maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. F’IHAK' yang terkena Force
Majeur wajib memberitahukan adanya peristiwa Force ngeur tersebut_ kepada
PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 ( tujuh ) hari kalender sejak saa!
terjadinya peristiwa Force Majeur, yang dikuatkan oleh_sgrat keterangan dari
pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwva temebut. PIHAK
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yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap
melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera
setelah peristiwa Force Majeur berakhir.

Apabila peristiwa Force Majeur tersebut belangsung terus hingga melebihi atau
diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeur akan melebihi jangka waktu
30 ( Tiga puluh ) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau
kembali jangka waktu kerjasama ini.

Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat
terjadinya Force Majeur bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

PASAL 7
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu
melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas
kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian
Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
perjanjian ini.

PASAL 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur
kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian
mencantumkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau
keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan
atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 ( Dua ) bermaterai cukup serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

~——==RIHAK PERTAMA
g S

i
]

0919 199503 2 001
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD Dr.R.SOETIJONO BLORA
DENGAN
UPTD PUSKESMAS SAMBONG

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

NOMOR : 44X LISi5.29. ) vm | zpat

------------------------------------------------
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Pada hari ini senin tanggal satu bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua, (01-08-
2022) kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. dr. PUJI BASUKI.M.Kes © Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.
Soetijono Blora, berkedudukan dan
berkantor di jalan dr. Soetomo No. 42
Tempelan Blora, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah
Dr.R.Soetijono Blora, yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. ENY PURWANINGSIH S.TrKeb : Kepala UPTD Puskesmas Sambong,
berkedudukan dan Berkantor di Jalan Raya
Cepu Blora KM 6, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili UPTD
Puskesmas Sambong, yang selanjutnya di
sebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut * PARA
PIHAK “ dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK’. Kedua belah pihak bersepakat
mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat
Inap, Pelayanan Rawat Darurat dan Pemeriksaan Penunjang menurut ketentuan-
ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan

1 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R. Soetijono Blora adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Blora berada di bawah dan tanggungjawab Kepala

Bupati Blora atau Sekertaris Daerah;
2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Unit Pelayanan Kesehatan
ditingkat Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit Kelas D, Praktek Dokter atau Dokter

Gigi.



o

3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatanya
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung di Sarana Pelayanan Kesehatan:

4. Rujukan pasien adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap
yang dirujuk dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Ke Rumah Sakit Umum
Daerah Dr.R.SOETIJONO BLORA ;

5. Surat Rujukan adalah surat yang di peroleh Dokter yang berisi pelimpahan tugas
dan tanggungjawab Pelayanan Kesehatan secara timbalbalik baik secara vertikal
maupun horizontal;

6. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengatur

pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik
baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini di
dasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan

bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan
Peraturan yang berlaku

Pasal 3
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kerjasama adalah pelayanan sistem rujukan pelayanan kesehatan
yang meliputi :

a. Pelayanan rawat jalan;
b. Pelayanan rawat inap;

(2) Pelaksanaan system rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
rujukan vertikal dimana PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan
Tingkat pertama akan merujuk ke Rumah Sakit PIHAK KESATU sebagai tempat
pelayanan kesehatan tingkat lanjutan atau sebaliknya .

Pasall 4
KETENTUAN RUJUKAN

(1) PIHAK KEDUA akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KESATU
apabila :

a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan, dan ;

b. PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau
ketenagaan . o

(2) PIHAK KESATU akan merujuk kembali pasien kerumah sakit milik PIHAK

KEDUA apabila : _

a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK KEDUA sesuai
dengan kompetensi dan kewenanganya sebagai tempat pelayanan kesehatan
tingkat pertama. .

b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan
kesehatan tingkat pertama akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut.
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c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK
KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk alasan
kemudahan, efisien dan pelayanan jangka panjang.

(3) PIHAK KEDUA yang akan merujuk dan / atau PIHAK KESATU yang akan
merujuk kembali pasien harus dapat persetujuan dari pasien dan / atau keluarga
pasien setelah diberi penjelasan dari tenanga kesehatan yang berwenang.

(4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sekurang — kurangnya meliputi :
a. Diagnosis dan terapi dan/ atau tindakan medis yang meliputi ;

Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;

Resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;

Transportasi rujukan dan ;

Resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

® Q00

Pasal 5
KETENTUAN PELAYANAN

(1) Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan

a. Dilakukan pertolongan pertama dan / atau tindakan stabilisasi kondisi pasien
sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan
keselamataan pasien selama pelaksanaan rujukan ;

a. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa
penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat
darurat; dan

b. Membuat surat pengantar rujukan atau surat rujukan yang sekurang
kurangnya memuat :

1) Indentitas pasien ;

2) Hasil pemeriksaan (anamneses pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dan

penunjang) yang telah dilakukan ;

3)- Diagnosis kerja ;

4) Terapi dan / atau tindakan yang telah diberikan ;

5) Tujuan rujukan dan ;

6) Nama dan tandatangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan .
(2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib di tanggapi oleh

Pihak yang menerima rujukan sebagai berikut :

a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta
kompetens dan ketersediaan tenaga kesehatan dan ;

b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien .

(3) PIHAK KESATU hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan
diagnostic, Laboratorium dan Radio terapi yang tersedia di PIHAK KESATU

(4) Dalam hal membutuhkan laporan medis ‘maka PIHAK KEDUA menjamin telah
memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggungjawab terhadap segala resiko
yang timbul dari penyerahanlaporan medis tersebut.



Pasal 6
PENERIMA RUJUKAN

(1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima
rujukan.

(2) Pihak penerima rujukan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan
lanjutan sejak menerima rujukan.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan
dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal
(standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang di derita serta sesuai dengan
standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

Pasal 7
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

(1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di Pihak
Penerima Rujukan .

(2) Biaya pelayanan kesehatan sebagai mana tersebut pada ayat (1) bagi pasien
peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi
atau yang menjamin dan bagi pasien bukan peserta asuransi kesehatan atau
jaminanan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan / atau keluarga pasien
dan bagi pasien rujukan parsial / tindakan spesimen menjadi tanggungan PIHAK
KEDUA.

(3) Pembayaran diterimakan kepada PIHAK KESATU secara langsung melalui
bendahara penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora.

Pasal 8
SANKSI PEMBATALAN

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK
berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak
tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelenggaran
tersebut tidak ada tanggapan.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan
pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer) terhadap segala
sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan
Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu
Keputusan Hakim.

(3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak
untuk menyelesaikan hak dan kewajibanya yang sedang berjalan.



Pasal 9
PENYESUAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak
mengenai perjanjian kerja sama ini,maka diutamakan penyelesaiannya untuk
dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat,maka
pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk
diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

(3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat
kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tergugat

berdomisili.

Pasal 10
FORCE MAJEURE ( KEADAAN MEMAKSA)

(1) Yang dimaksud force majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-
peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak
dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti :
gempa bumi, angin topan, banijir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit,
pemogokan umum, huruhara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan
peraturan kebijaksanaan pemerintah/ penguasa.

(2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak
yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainya selambat- lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa
atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini.

(3) Setiap terjadi keadaan Force Majeure, semua surat keterangan yang menyatakan
terjadinya peristiva keadaan Force Maejeure, wajib di syahkan oleh instansi
pemerintah setempat yang berwenang yang menyatakan apa, kapan, dimana,
mengapa, siapa dan bagaimana Force Majeure tersebut terjadi.

(4) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang
diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut di akibatkan oleh

Force Majeure.

Pasal 11
JANGKA WAKTU JANJIAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian ini dan dapat diperbarui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua
belah pihak.

(2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang ataspersetujuan kedua belah pihak
dengan ketentuan dan syarat — syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

(3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak
untuk menyelesaikan kewajibanya yang sedang berjalan.



Pasal 12
KETENTUAN LAIN ~ LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan
kemudian berdasarkan kedua belah pihak

(2) Segala perubahan, perbalkan maupun penambahan terhadap perjanjian
kerjasama Ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan
kedua belah pihak yang merupakan bagian terpisahkan dari perjanjian kerja
sama inl.

(3) Surat pemberitahuan / surat -~ menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja
sama Ini disampaikan dengan alamat ~ alamat kepada :

PIHAK KESATU . Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.SOETIJONO BLORA
JI. Dr, Sutomo No.42, Blora, Tempelan, Kec. Blora,
Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58219
L Telp. :(0296) 531118

Email : rsublora@yahoo.com

PIHAK KEDUA . UPTD Puskesmas Sambong
Jalan Raya Cepu — Blora KM 6 Desa Pojokwatu Kec.
Sambong Blora
Telp. : (0296) 424181
Email : puskesmassambong@gmail.com

Pasal 13
PENUTUP

(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak,
tanpa paksaan dari pihak mana pun dan di tanda tangani di atas materai
secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diperbanyak

- dalam bentuk fotocopy sesuai kebutuhan apabila di perlukan.

(2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah di tanda tangani oleh

kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
UPTD PUSKESMAS SAMBONG RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA




PERJANIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS JIKEN
DENGAN
RSUD de, RSOETIONO BLORA
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
Nowor: 420/1652/2021
Nowors 948/ 2309 |1 / 804l

Pada hatt ini Jum'at tanggal Tiga Pulub Sata Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu,

(A1 Desember 2021) Kami vang bertandatangan dibawah ini ;

1. aptDADANGKUN SEPTIANTO.S Farm

2. dr. PUN BASUKI, M.Kes

Pit.  Kepala  UPTD  Puskesmas  Jiken,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya-
Cepu Km, 13 Jiken, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili UPTD
Puskesmas Jiken yang selanjutnya di sebut
PIHAK KESATU.

Direktur RSUD dr. R SOETIJONO BLORA,
berkedudukan dan berkantor di Jalan, Dr.
Sutomo No.42 Blora, Tempelan, Kec. Blora
Kota,Kabupaten Blora, dalam hal ini
bertindak untuk atas nama serta mewakili
RSUD dr. R SOETIJONO BLORA, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA

PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK".

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rawat

Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Rawat Darurat dan Pemeriksaan Penunjang menurut

ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:
|. RSUD dr. R Soetijono Blora adalah Usaha di Bidang Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten

Blora.

2 Pelayanan Kesehatan Tingkat Peratama adalah Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat

Puskesmas, Klinik, Rumah sakit Kelas D, Praktek Dokter atau Dokter Gigi.
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- Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan,baik secara langsung maupun tidak
langsung di Sarana Pelayanan Keschatan,

4. Rujukan Pasien adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap yang dirujuk
dart Pelayanan Keschatan Tingkat Pertama Ke RSUD dr. R.Soetijono Blora.

5. Surat Rujukan adalah surat yang diperoleh Dokter yang berisi pelimpahan tugas dan
tanggung jawab pelayan kesehatan secara timbal balik baik secara vertical maupun horizontal.

6. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan

tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal

maupun horizontal.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan atas
kesepakatan bersma dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan
sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Pasal 3
RUANG LINGKUP
(1) Ruang lingkup kerjasama adalah pelayanan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang
meliputi :
a. Pelayanan Rawat Jalan
b. Pelayanan Rawat Inap.
¢. Pelayanan Darurat.
d. Pelayanan Penunjang.
(2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal
dimana PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama akan
merujuk ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan keschatan tingkat

lanjutan atau sebaliknya.

Pasal 4
KETENTUAN RUJUKAN

(1) PIHAK KESATU akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA apabila:

a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan, dan,

b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan

kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas,peralatan dan/atau ketenagaan.

(2) PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke PIHAK KESATU apabila:

a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sesuai dengan

kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
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b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan
tingkat pertama akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut.

c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditandatangani oleh PTHAK
KESATU scbagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk alas an kemudahan,
efisien dan pelayanan jangka panjang.

(3) PIHAK KESATU yang akan merujuk dan /atau PIHAK KEDUA yang merujuk kembali
pasien harus dapat persetujuandari pasien dan / atau keluarga pasien setelah diberi
penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.

(4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :

a. Diagnosis dan terapi dan / atau tindakan medis yang meliputi;

b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan,

c. Resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;

d. Transportasi rujukan dan;

e. Resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 5
KETENTUAN PELAYANAN
(1) Pasien yang akan dirujuk oleh PTHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan
tingkat pertama kepada PTHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat
layanan dan /atausebaliknya harus :

a. Dilakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai
indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama
pelaksanaan rujukan;

b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan penerima rujukan
dapat menerima pasien dalam hal keadaaan pasien gawat darurat;dan

¢. Membuat surat pengantar rujukan / surat rujukan yang sekurang-kurangnya memuat:

1) Identitas pasien;

2) Hasil pemeriksaan (anamneses pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang
telah dilakuakan;

3) Diagnosis kerja;

4) Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;

5) Tujuan rujukan dan;

6) Nama dan tandatangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
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(2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak yang
menerima rujukan sebagai berikut;

a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana kompentensi dan ketersediaan tenaga
kesehatan dan;
b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasiien.
(3) PIHAK KEDUA hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan Diagnostik,
Laboraturium dan Radioterapi yang tersedia di PIHAK KEDUA.
(4) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KESATU menjamin telah memiliki

otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari
penyerahan laporan medis tersebut.

Pasal 6
PENERIMA RUJUKAN

(i) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima rujukan.

(2) Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan
sejak menerima rujukan.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai
dengan dignosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau
luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika
medis yang berlaku.

(4) Pihak Penerima Rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai

perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.
Pasal 7
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

(1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di Pihak Penerima
Rujukan.

(2) Biaya pelayana kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi pasien peserta asuransi
kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi atau yang menjamin dan bagi
pasien bukan peserta asuransi kesehatanatau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab
pasien dan /atau keluarga pasien dan bagi pasien rujukan parsial/tindakan specimen menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) Penmbayaran diterimakan kepada PIHAK KEDUA secara langsung melalui Bendahara
Penerimaan RSUD dr. R Soetijono Blora.
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Pasal 8
SANKSI PEMBATALAN
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK berakibat
putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu I(satu) bulan sejak tanggal diterimanya
surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan,
(2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatuyang bertalian
dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh
masing-masing PIHAK tanpa menunggu Keputusan Hakim.
(3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk

menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perbedaaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai
perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah
dan mufakat.

(2) Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang
merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum
yang berlaku.

(3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang

tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tergugat berdomisili.

Pasal 10
FORCE MAJEURE ( KEADAAN MEMAKSA)

(1) Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa
yang terjadi diluar kekuasaan kedua bilah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya
perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti :gempa bumi, angin topan,
banjir,kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase,
perang, pemberontakan, revolusi, dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.

(2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang
terkena Force Majeure harus memberitahukan sccara tertulis kepada pihak yang lainnhya
selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhimya
kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.

(3) Setiap terjadi keadaan Force Majeure, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya
Force Majeure, wajib disyahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang yang
menyatakan apa,kapan, dimana,mengapa, siapa dan bagaimana Force Majeuretersebut

terjadi.

PARAF PARAF
PIHAK 1 RIHAK 11

sy |




(4) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam

peganjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majuere

Pasal 11
JANGKA WAKTU PERJALANAN KERJASAMA

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 31 Desember 2021
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila
dikehendaki oleh kedua belah pihak.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua )
bulan sebelum berakhimya perjanjian kerja sama ini,

(3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk

menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian
berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja samaini akan
dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan
bagian terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

(3) Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini
disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU : UPTD Puskesmas Jiken
Jalan Raya-Cepu Km. 13 Jiken
Telp : (0296) 525275,5300521
Email: jikenpuskesmas@yahoo.co.id
PIHAK KEDUA : RSUD Dr.R.Soetijono Blora
J1.Dr.Sutomo No.42, Blora,Tempelan, Kec.Blora Kabupaten Blora
Telp :(0296) 531118, 531839 Fax (0296)531504
Email: rsublora@yahoo.co.id
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Pasal 13
PENUTUP
(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak,tanpa
paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diperbanyak dalam bentuk fotocopy sesuai
kebutuhan apabila diperlukan,
(2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah

pthak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KESATU PTHAK KEDUA
Plt. KEPALA LD FKESMAS JIKEN DIREKTUR RSUD DR R. SOETIJONO BLORA

C

-
A

-

t. DADANG KUN SEPTIANTO, S. Farm,
NIP. 19820928 201001 1 019
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PEMERINTAN KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL +

J. Raya Seso-Sayuran Km .4 Kec. Jepon, Telepon (0206) 5300802
Email: puledagelpuskesmas@yahoo,co.ld, Kode Pos 58201

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R, SOETIJONO BLORA
TENTANG
RUJUKAN PASIEN
Nomor . 4A4o / \86 /ao2a
Nomor @ 49¢ / /400.12/ d02n

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Mega Maharani WM selaku Kepala UPTD Puskesmas Puledagel, dalam hal ini
bertindak dalam jabatanya tersebut untuk dan atas nama UPTD Puskesmas
Puledagel berkedudukan di JI. Raya Seso Sayuran Km.04 Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. dr. PUJI BASUKI, M. Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.
SOE!’IIJONO Blora, dalam hal ini bertindak dalam jabatanya tersebut, untuk dan atas
nama Rumah Sakit Daerah dr. R SOETIJONO Blora berkedudukan di JI. Dr Sutomo
No 42 Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut “PARA
PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” )
KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang
pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan
pemeriksaan penunjang menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam

pasak-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :




. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah Unit Pelayanan Kesehatan tingkat

Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit , Praktik Dokter atau Dokter gigi dalam hal ini yaitu
UPTD Puskesmas Puledagel.

. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOETIJONO Blora adalah Satuan Kerja

perangkat Daerah Kabupaten Blora berada dibawah dan tanggung jawab Bupati
Blora atau Sekretaris Daerah.

. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsuitasi masalah kesehatannya

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung di Sarana Pelayanan Kesehatan.

. Rujukan pasien adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan atau rawat inap yang

ditunjuk dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama ke Rumah Sakit Umum Daerah
dr. R. SOETIJONO Blora Kabupaten Blora.

. Surat Rujukan adalah surat yang diperoleh Dokter yang berisi perlimpahan tugas

dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik secara vertikal
maupun horizontal.

. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur
. pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik

vertikal maupun horizontal.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan
atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama
untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan

yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerjasama adalah pelayanan sistem rujukan pelayanan kesehatan

yang meliputi
Pelayanan Rawat Jalan,

. Pelayanan Rawat Inap;

. Pelayanan Penunjang;

a.

b

c. Pelayanan Darurat;

d

e. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Dasar.

. Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan

vertikal dimana PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat
pertama akan merujuk ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan

kesehatan tingkat lanjutan atau sebaliknya.



Pasal 4
KETENTUAN RUJUKAN

. PIHAK KESATU akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA apabila

a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan, dan
b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan

kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan / atau
ketenagaan.

. PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke Puskesmas milik PIHAK KESATU

apabila :

a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sesuai
dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan
tingkat pertama.

b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan
kesehatan tingkat pertama akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut.

c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK
KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk alasan
kemudahan, efisien dan pelayanan jangka panjang.

. PIHAK KESATU yang akan merujuk dan/ atau PIHAK KEDUA yang akan merujuk

kembali pasien harus dapat persetujuan dari pasien dan/ atau keluarga
pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.

. Penjelasan sebagaimana dimaksut pada ayat (3) sekurang - kurangnya meliputi :

a. Diagnosa dan terapi dan atau tindakan medis;

b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;

c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
d. Transportasi rujukan dan;
e

. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam pelayanan.

Pasal 5
KETENTUAN PELAYANAN

. Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan

kesehatan tingkat pertama kepada PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan

kesehatan tingkat lanjutan dan/ atau sebaliknya harus :

a. Dilakukan pertolongan pertama dan/ atau tindakan stabilisasi kondisi pasien
sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan
keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan

b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa

penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat

darurat dan;



¢. Membuat surat pengantar rujukan. Surat rujukan yang sekurang - kurangnya
memuat :

1) Identitas pasien:

2) Hasil pemeriksaan (anamneses pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang) yang telah dilakukan;

3) Diagnosis kerja;

4) Terapi dan/ atau tindakan yang telah diberikan:

5) Tujuan rujukan dan;

8) Nama dan tandatangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Y Komunikasi'sebagaimana dimaksut pada ayat (1) huruf b, wajib ditanggapi oleh

pihak yang menerima rujukan sebagai berikut :

a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta
kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan dan;

b. Memberikan pertimbangan media atas kondisi pasien.

. PIHAK KEDUA hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan

Diagnostik, Laboratorium dan Radioterapi yang tersedia di PIHAK KEDUA.

. Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KESATU menjamin telah

memiliki otoritasi dari pasien dan bertanggungjawab terhadap segala risiko yang

timbul dari penyerahan laporan tersebut.

Pasal 6 )
PENERIMA RUJUKAN
. Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima
rujukan.
. Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan
lanjutan sejak penerima rujukan.
. Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) waijib diberikan dengan
baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standart)
untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan stardart
praktik kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.
. Pihak penerima Rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai

perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

Pasal 7
RUJUKAN BALIK
Rujukan balik dilakukan berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis/sub
spesialis dari faskes penerima rujukan yang bertujuan untuk pelayanan pemberian
obat-obatan dan edukasi berkelanjutan pada penderita penyakit kronis di faskes
pengirim rujukan.




Pihak pengirim rujukan / faskes pertama bertanggung jawab untuk memberkan
pelayanan pengobatan dan edukasi berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi
dokter spesialis/sub spesialis faskes penerima rujukan.

Faskes pertama wajib memberikan informasi kepada dokter spesialis/sub spesialis
mengenai perkembangan keadaan pasien setelah/selesai meberikan pelayanan,

Pasal 8
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- Biaya Pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di Pihak

Penerima Rujukan.

. Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi pasien

peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi atau
yang menjamin dan bagi pasien bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan
kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/ atau keluarga pasien.

Pasal 9
SANKSI| PEMBATALAN

. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK

berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran
tersebut tidak ada tanggapan.

. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan Pasal

1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu
yang terjalin dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini
dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu Keputusan Hakim.

. Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk
~ menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 10
PENYESUAIAN PERSELISIHAN

. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselihan antara kedua belah pihak

mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk

dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

. Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka

pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan

melalui jalur hukum yang berlaku.

. Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan

yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tergugat berdomisili.
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Pasal 11
FORCE MAJEURE ( KEADAAN MEMAKSA)

. Yang dimaksut Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa -

peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah yang berakbat tidak dapat
dipenuhinya perjanjian kerjasama ini. Peristiwa dimaksut adalah seperti : gempa
bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan
umum, huru - hura, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi, dan peraturan
kebijaksanaan pemerintah/ penguasa.

. Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak

yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa
atau berakhimya kejadian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini.

. Setiap terjadi keadaan Force Majeure, semua surat keterangan yang menyatakan

terjadinya peristiwa keadaan Force Majeure , wajib disahkan oleh instansi
pemerintah setempat yang berwenang yang menyatakan apa, kapan, dimana,
mengapa, siapa, dan bagaiaman Force Majeure tersebut terjadi.

. Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban - kewajiban yang

diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tesebut diakibatkan oleh Force
Majeure.
Pasal 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama mulai tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan

tanggal 14 Juli 2024 dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki oleh
kedua belah pihak.

. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak
dengan ketentuan dan syarat - syarat yang akan ditentukan kemudian selambat

lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebankan kedua belah pihak untuk

menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN LAIN

. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan

kemudian berdasarkan kedua belah pihak.

. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama

ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak
yang merupakan bagian terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

3. Surat pemberitahuan/ surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini

disampaikan dengan alamat alamat kepada:




PIHAK KESATU . UPTD Puskesmas Puledagel
JIl. Raya Seso-Sayuran Km.04 Kec. Jepon Kab.
Blora
Telp (0296) 5300862
Email : puledagelpuskesmas@yahoo.co.id
PIHAK KEDUA © Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOETIJONO
Blora JI. Dr Sutomo No 42 Blora
Telp : (0296) 531118
Fax : (0296) 531504

Email : rsublora@yahoo.com

Pasal 14
PENUTUP
1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak
tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai
secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diperbanyak
dalam bentuk fotocopy sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua
belah pihak pada hari-dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Puskesmas Puledagel¢  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.




PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS JAPAH
JI . Japah ~ Todanan No Telp. 0296 4319544

Japah (68257) Email : japahpuskesmas@gmail.con

Nomor : 440/ 66 /1/2022
Nomor : 845 ( 0ots- 10 ( 1 [ $04R

Pada hari Senin ini tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang

bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Retna Wuwuh Nugraheni : PltKepala UPTD  Puskesmas Japah,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Japah —
Todanan Kecamatan Japah Kabupaten Blora,
dalam hal ini mewakili UPTD Puskesmas Japah
selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. Puji Basuki, M.Kes . Direktur RSUD  dr.R.Soetijono  Blora,
Berkedudukan dan berkantor di Jalan
dr.Sutomo No.42 Blora, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili RSUD
dr.R.Soetijono Blora, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan secara sendiri — sendiri disebut : PIHAK.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya
disebut Perjanjian) dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian
ini.
PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam perjaniian ini, istilah-istilah di bawah

_ ini memiliki peﬁgertian — pengertian sebagai berikut :
1. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK
KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta

kompetensi PIHAK PERTAMA.
2. Surat rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK PERTAMA yang berisi data

nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnose penyakit, dan terapi yang telah

diberikan kepada pasien dan dari dokter tersebut.
3. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan

baik di PIHAK PERTAMA maupun di PIHAK KEDUA.




4. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK
PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan
mengembalikan pada PIHAK PERTAMA untuk penanganan selanjutnya.

5. Surat keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh
PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, yang beris| keterangan
bahwa pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA masih memerlukan perawatan
PIHAK KEDUA untuk diagnose yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta
surat rujukan lagi dari PIHAK PERTAMA.

6. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi
peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

7. Surat Elijibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau
BPJS Center yang ada di Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah
Sakit.

8. Penilaian Kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan
diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu,
dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARA PIHAK.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien
penjamin maupun pasien umum.
PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut
bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan
kompetensi PIHAK KEDUA.
PASAL 4
HAN DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA

a. Merujuk semua pasien yang tidak bias ditangani oleh PIHAK PERTAMA ke
PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan.

b. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien
dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup.

c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA untuk peserta PRB JKN,

d. Mendapatkan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan dari PIHAK KEDUA
apabila pasien masih membutuhkan penanganan PIHAK KEDUA untuk diagnose
yang sama



e.

f.

g.

Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK
KEDUA

Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersedian tempat tidur di PIHAK
KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk

Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
dalam kurun waktu tertentu

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

da.

f.

Membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di Poli yang sesuai
dengan konsidi pasien

Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA
Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum
merujuk pasien

Merujuk pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke PIHAK KEDUA
Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari PIHAK
KEDUA

Bersedia dinilai kinerjanya oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu

3. Hak PIHAK KEDUA

a.
b.

-~

Mendaptkan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA

Memberikan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan ke PIHAK PERTAMA
apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnose
yang sama di bulan selanjutnya

Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA tidak
mampu menangani

d. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA dalam kurun waktu tertentu
4. Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA
sesuai dengan wewenang dan kompetensinya

b. Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani
secara paripurna oleh PIHAK KEDUA

c. Khusus peserta PRB, PIHAK KEDUA wajib mengirim surat rujuk balik, kopi resep
dan SEP ke PIHAK PERTAMA

d. Memberikan informasi tentang jenis-jenis dan jadwal pelayanan kepada PIHAK
PERTAMA

e. Menginfirmasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan

tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk
Bersedia dinilai kinerjanya oleh PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu




PASAL 5
MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun
dan akan ditinaju kembali apabila ada ketidak sesuaian.

PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah : suatu keadaan yang terjadi di luar
kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK uang
mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan
kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaaan Memaksa (Force Majeure) tersebut
meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak
dinyatakan), pemberontaka, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan
pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena Force Majuere
wajib memberitahukan adanya peristiwva Force Majeure tersebut kepada PIHAK lain
secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force
Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang
menerangkan adanya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib
mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana
diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus sehingga melebihi atau
diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Maujeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu
kerjasama ini.

Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat

terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

PASAL 7
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu
melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas
kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama ini
yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.




PASAL 8
PENUTUP

(1) Hal - hal yag belum cukup diatur dalam perjanijian kerjasama ini akan diatur kemudian
oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkannya
dalam

(2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau
keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas
persetujuan tertulis dari PARA PIHAK

(3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

fh Nugraheni




SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
UPTD PUSKESMAS GONDORIYO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETIJONO BLORA

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN LABORATORIUM

Nomor: 800/1757/2022
Nomor: 445/1604.4/VIII/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022, kami
yang bertandatangan dibawah ini:

@ DEWI RETNANINGSIH,S.Kep.Ners: Kepala UPTD Puskesmas
Gondoriyo, berkedudukan dan

berkantor di Desa Gondoriyo RT
01 RW 01 Kec.Todanan
Kab.Blora, yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

dr. Puji Basuki, M.Kes . Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetijono Blora,
dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Rumah Sakit
Umum Daerah dr. R. Soetijono
Blora yang berkedudukan di Jl
Dr. Sutomo No.42, Blora,
Tempelan, Kec. Blora, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah 58219, yang

s selanjutnya  disebut  sebagai

& PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian
Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Rujukan Pasien adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan dan
rawat inap yang dirujuk dari Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama Ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora
Kabupaten Blora,



3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di
Sarana Pelayanan Kesehatan;

4. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan
kesehatan secara timbal balilk baik secara vertikal maupun
horizontal.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan Perjanjian
Kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam
memenuhi  kebutuhan dan kepentingan bersama untuk
melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan
Peraturan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerjasama adalah pelayanan sistem rujukan
pelayanan kesehatan yang meliputi:
a. pelayanan rawat jalan.
b. pelayanan rawat inap.
c. pelayanan darurat.
d. pelayanan penunjang;

2. Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah rujukan vertikal dimana PIHAK KESATU sebagai tempat

pelayanan kesehatan tingkat pertama akan merujuk ke Rumah
Sakit PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan atau sebaliknya.

Pasal 4
KETENTUAN RUJUKAN

1. PIHAK KESATU akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK

KEDUA apabila:

a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan, dan;

b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas,
peralatan dan/atau ketenagaan;

2. PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke PIHAK KESATU
apabila;




a. Permasalahan kesehatan pasien sudah dapat ditangani oleh
PIHAK KESATU sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya
sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai tempat
pelayanan kesehatan tingkat pertama akan lebih baik dalam
menangani pasien tersebut.

c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani
oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan
tingkat pertama untuk alasan kemudahan, efisien dan
pelayanan jangka panjang;

. PIHAK KESATU yang akan merujuk dan/atau PIHAK KEDUA yang

akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan

dari pasien dan/atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan
dari tenaga kesehatan yang berwenang;

. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-

kurangnya meliputi:

diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang meliputi;
alasan dan tujuan dilakukan rujukan

resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan
transportasi rujukan, dan

resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam
perjalanan.

ap o

Pasal 5
KETENTUAN PELAYANAN

. Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KESATU sebagai tempat

pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada PIHAK KEDUA

sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan/atau

sebaliknya harus: -

a. dilakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi
kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan
kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama
pelaksanaan rujukan

b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan
memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien
dalam hal keadaan pasien gawat darurat, dan

c. 'membuat surat pengantar rujukan/surat rujukan yang
sekurang-kuranganya memuat:

1) indentitas pasien

2) hasil pemeriksaan (anamneses pemeriksaan fisik dan
pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan

3) diagnosis kerja

4) terapi dan/atau tidakan yang telah diberikan

5) tujuan rujukan, dan

6) nama dan tandatangan tenaga kesehatan yang
memberikan pelayanan;



. Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib
ditanggapi oleh Pihak yang menerima rujukan sebagai berikut:
a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan

prasarana serta kompetensi dan Kketersediaan tenaga
kesehatan, dan

b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien;

. PIHAK  KEDUA hanya menerima pasien sesuai dengan

kemampuan pelayanan diagnostik, laboratorium dan radioterapi
yang tersedia di PIHAK KEDUA,

. Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KESATU
menjamin  telah  memiliki otorisasi dari pasien dan
bertanggungjawab terhadap segala resiko yang timbul dari
penyerahan laporan medis tersebut.

Pasal 6
PENERIMA RUJUKAN

. Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh
Pihak penerima rujukan;

. Pihak penerima rujukan bertanggungjawab untuk melakukan
pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;

. Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib

diberikan dengan baik sesuai dengan dignosa dan merupakan
perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka
badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek
‘kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku;

. Pihak Penerima Rujukan wajib memberikan informasi kepada

perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai
memberikan pelayanan.

Pasal 7
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

. Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang
berlaku di Pihak Penerima Rujukan,

. Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan
menjadi beban asuransi atau yang menjamin, bagi pasien bukan
peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi
tanggungjawab pasien dan/atau keluarga pasien, dan bagi pasien

rujukan parsial/tindakan spesimen menjadi tanggungan PIHAK
KEDUA,;




. Pembayaran diterimakan kepada PIHAK KEDUA secara langsung

melalui Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah
dr. R. Soetijono Blora.

Pasal 8
SANKSI PEMBATALAN

- Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah

satu PIHAK berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat
pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut
tidak ada tanggapan;

- PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal

1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan

.pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini

dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu
Keputusan Hakim;

. Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua

belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang
sedang berjalan. ;

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara

kedua belah pihak mengenai perjanjian kerja sama ini, maka
diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara
musyawarah dan mufakat;

. Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan

mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan
perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang
berlaku;

. Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih

tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri tergugat berdomisili.

Pasal 10
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

. Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerja sama ini

adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua
belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian
kerja sama ini, Peristiwa dimaksud adalah seperti: gempa bumi,
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angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit,
pemogokan umum, hura-hura, sabotase, perang, pemberontakan,
revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa;

- Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal

ini, maka pihak yang terkena Force Majeure harus
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa
atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini;

. Setiap terjadi keadaan Force Majeure, semua surat keterangan

yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan Force Majeure,
wajib disyahkan oleh instansi pemerintah setempat yang
berwenang yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa
dan bagaimana Force Majeure tersebut terjadi;

- Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-

kwajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal
tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

Pasal 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai

tanggal 12-08-2022 sampai dengan tanggal 12-08-2024 dan dapat
diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah
pihak;

. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan

kedua belah pihak dengan ketenuan dan syarat-syarat yang akan
ditentukan kemudian selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sebelum
berakhirnya perjanjian kerja sama ini;

. Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua

belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang
berjalan,

Pasal 12

KETENTUAN LAIN - LAIN

. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan

ditentukan kemudian berdasarkan kedua belah pihak;

. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap

perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum/amandemen
berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

. Surat  pemberitahuan/surat-menyurat  sehubungan dengan

perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat
kepada:



PIHAK KESATU : UPTD Puskesmas Gondoriyo
Desa Gondoriyo RW 01 RT 01 Kecamatan

Todanan Telf, 081353641717, Blora - 58254
E-Mail: puskemasgondoriyo02@gmail.com

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetijono

Blora
Jalan Dr. Soetomo No. 42 Telf. (0296) 531118

Fax. (0296) 531504, Blora - 58311

E-Mail: rsublora@yahoo.co.id
Website: www.rsudblora.blorakab.go.id

Pasal 13
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua
belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan
ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan diperbanyak dalam bentuk

fotocopy sesuai kebutuhan apabila diperlukan;

2. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah/berlaku setelah
ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal
sebagaimana tersebut diatas.

Yang mengadakan perjanjian kerjasama:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
HEPTD Puskesmas Gondoriyo




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS KETUWAN
DENGAN
RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor : 440/016/XI1/Pusk/2021
Nomor : 445 [av31-11 /x 11 [ 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh
satu (13 -12-2021 ) kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. TITIK UNTARSIH, SST : Kepala UPTD Puskesmas Ketuwan,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Ngraho
- Ketuwan Km. 8 Desa Ketuwan Kec.
Kedungtuban, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama serta mewakili UPTD

Puskesmas Ketuwan selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. dr. PUJI BASUKI, M.Kes . Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.
Soetijono yang berkedudukan dan berkantor
di Jalan dr. Sutomo No.42 Blora. Dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili RSUD dr. R Soetijono selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut “PARA
PIHAK" dan secara sendiri — sendiri disebut “PIHAK".

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang
Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Rawat Darurat dan
Pemeriksaan Penunjang menurut ketentuan — ketentuan sebagaimana tercantum
dalam pasal - pasal sebagai berikut :




Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksudkan dengan :

1

RSUD dr. R. Soetijono Blora dalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Blora berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Bupati Blora atau Sekretaris
Daerah Kabupaten Blora.

- Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama adalah Unit Pelayanan Kesehatan di

tingkat Puskesmas, klinik, Rumah Sakit Kelas D, Praktek Dokter atau Dokter Gigi.

. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatanya

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung di Sarana Pelayanan Kesehatan

- Rujukan Pasien adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap yang

dirujuk dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Ke Rumah Sakit dr. R
Soetijono Blora.

. Surat Rujukan adalah surat yang diperoleh Dokter yang berisi pelimpahan tugas

dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal
maupur: horizontal.

. Sistem Rujukan adalah penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengatur

pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik
baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan Perjanjian Kerjasama ini
didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan

kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan

sesuai dengan Peraturan yang berlaku

"

Pasal 3
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kerjasama adalah pelayanan sistem rujukan pelayanan kesehatan
yang meliputi :
a. Pelayanan rawat jalan;
b. Pelayanan rawat inap;
c. Pelayanan darurat;

d. Pelayanan penunjang.
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2. Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

rujukan vertikal dimana PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan
tingkat pertama akan merujuk ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA sebagai tempat
pelayanan kesehatan tingkat lanjutan atau sebaliknya.

Pasal 4
KETENTUAN RUJUKAN

- PIHAK KESATU akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA

apabila
a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan, dan;

b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan

sesui dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan /
atau ketenagaan

. PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke PIHAK KESATU Apabila:

a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh oleh PIHAK KESATU
sesuai dengan kompetensi dan kewenangan sebagai tempat pelayanan
kesehatan tingkat pertama. _

b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan
kesehatan tingkat pertama akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut

c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK
KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk alas an
kemudahan, efesiensi dan pelayanan jangka panjang.

. PIHAK KESATU yang akan merujuk dan / atau PIHAK KEDUA yang akan merujuk

kembali pasien harus dapat persetujuan dari pasien dan / atau keluarga pasien
setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang

. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang — kurangnya meliputi:

a. Diagnosis dan terapi dan / atau tindakan medis yang meliputi;
b. Alas an dan tujuan dilakukan rujukan;

c. Resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;

d. Tranportasi rujukan dan;

e. Resiko atau penyulit dapat timbul selama dalam perjalanan;



Pasal 5

KETENTUAN PELAYANAN

1. Pasien yang akan di rujuk oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan

kesehatan tingkat pertama kepada PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan

kesehatan tingkat lanjut dan / atau sebaliknya harus :

a. Dilakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi kondisi pasien
sesuai indikasi medis serata sesuai dengan kemampuan untuk tujuan
keselamatan pasien pelaksanaan rujukan;

b. Melakukan komunikasi dengan penerimaan rujukan dan memastikan bahwa
penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat
darurat; dan

¢. Membuat surat pengantar rujukan / surat rujukan yang sekurang — kurangnya
memuat :

1) ldentitas pasien

2) Hasil pemeriksaan ( anamneses pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang ) yang telah dilakukan:

3) Diagnosis kerja;

4) Terapi dan atau tindakan yang telah diberikan:

5) Tujuan rujukan dan;

8) Nama dan tandatangan tenaga kesehatan yang memberi pelayanan.

. Komunikasi sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, waijib ditanggapi oleh Pihak

yang menerima rujukan sebagai berikut :
a. Menginformasikan mengenai ketersedian sarana dan prasarana serta
kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan dan:

b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien

. PIHAK KEDUA hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan

Diagnostik Laboratorium dan Radioterapi yang tersedia di PIHAK KEDUA

. Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KESATU menjamin telah

memiliki otoritas dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang
timbul dari penyerah laporan medis tersebut.



Pasal 6
PENERIMAAN RUJUKAN
- Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima
rujukan.

. Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakuakan pelayanan
kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.

. Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan
dengan baik sesuai dengan diagnose dan merupakan perawatan yang normal
(standar) praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

- Pihak penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai

perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan (jawaban
rujukan / rujukan balik).

Pasal 7
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
. Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di pihak
penerima Rujukan.
. Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi pasien
peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi
atau yang menjamin dan bagi peserta asuransi kesehatan atau jaminan
kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan / atau keluarga pasien dan bagi
pasien rujukan parsial / tindak spesimal menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
. Pembayaran di terimakan kepada PIHAK KEDUA secara langsung melalui
Bendahara Penerimaan RSUD dr. R.Soetijono Blora.

Pasal 8

SANKSI PEMBATALAN

. Pelangaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK
berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu ) bulan sejak
diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainya tentang pelanggaran tersebut
tidak ada tanggapan.

. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingakan berlakunya Pasal 1266 dan
pasal 1267 kitab Undang- undang Hukuman Perdata ( KUHPer ) terhadap segala
sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan
perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing — masing PIHAK tanpa menunggu
keputusan Hakim.

. Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak
untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.




Pasal 9
PENYESUAIAN PERSELISIHAN

- Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak

mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaian untuk
dilakuakan secara musyawarah mufakat.

. Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka

pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk
diseleseaikan melalui jalur hukum yang berlaku

- Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan

yang tepat dan sah di kantor Panitera Pengadilan Tinggi Negeri tergugat
bedomisili.

Pasal 10
FORCE MAJEURE ( KEADAAN MEMAKSA )

. Yang dimaksud Force Maejure dalam perjanjién kerja sama ini adalah peristiwa

- peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berkaitan tidak
dapat di penuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti :
gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit,
pemogokan umum, hura-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan
peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.

. Apabila terjadi keadaan Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini,

maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainya selambat — lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1)

. Setiap terjadi keadaan Force Majeure, waijib disyahkan oleh instansi pemerintah

setempat yang berwenang yang menyatakan apa , kapan, dimana, mengapa ,
siapa, dan bagaimana Force Majeur tersebut terjadi.

. Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban — kewajiban yang

diatur perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force
Majeure.




Pasal 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 13-12-2021

sampai dengan tanggal 13-12-2023 dan dapat diperbarui / diperpanjang apabila
di kehendaki oleh kedua pihak.

. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak

dengan ketentuan dan syarat — syarat yang akan di tentukan kemudian selambat
—lambatnya 2 (dua ) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak

untuk menyelesaikan kewajibanya yang sedang berjalan.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN - LAIN

. Perjanjian kerjasama ini akan dilakukan evaluasi akhir tahun.

. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan di tentukan

kemudian berdasarkan kedua belah pihak.

. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian

kerjasama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan

kedua belah pihak yang merupakan bagian terpisahkan dari perjanjian kerjasama
ini. '

. Surat pemberitahuan / surat — menyurat sehubungan dengan perjanjian

kerjasama ini disampaikan dengan alamat — alamat kepada :
PIHAK KESATU : UPTD Puskesmas Ketuwan

Jalan Ngraho — Ketuwan Km.8 Ketuwan ,kedungtuban
Email : ketuwanpuskesmas@gmail.com

PIHAK KEDUA : RS DR R SOETIJONO BLORA
JL. Dr. sutomo No. 42 Blora
Telp :(0296) 531118
Fax : (0296) 531504

Email : rsublora@yahoo.com



Pasal 13
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak,
tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai
secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diperbanyak
dalam bentuk fotocopy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh
kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
Direktur RS DR R SOETIJONO BLORA

r. PUJI BASUKI, M.Kes

Pembina \__Pefnbina
NIP. 19700426 199003 2 004 NIP. 19790911 200604 1 010




